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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan pemerintah desa pada era sekarang diarahkan untuk memperkuat posisi desa sebagai unit pemerintahan yang mandiri, berdaya, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan ruang bagi desa dijelaskan sebagai seluruh barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, hasil APBDes, maupun sumber lain sah. Ketentuaan ini menegaskan bahwa desa memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan aset untuk mendukung pembangunan lokal. Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu aparatur desa dalam mengelola berbagai jenis aset desa secara lebih efektif dan terstruktur. Kehadiran sistem ini menjadi sarana pendukung administrasi aset agar lebih tertata, akuntabel, dan mudah dipantau. Penggunaan SIPADES didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 mengenai pengelolaan aset desa.
Fenomena ini sejalan dengan pemberitaan Luwukpost.id (2025) dalam artikel berjudul “DPMD Banggai Dorong Pemdes Gunakan Aplikasi SIPADES 3.0”, yang mengungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai terus mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan desa melalui penerapan aplikasi SIPADES 3.0. Dalam kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Aset Desa tahun 2025, Sekretaris Daerah menegaskan bahwa pengelolaan aset desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat desa. Berita tersebut juga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa masih menjadi tantangan utama sehingga diperlukan pendampingan teknis agar tata kelola aset berbasis aplikasi dapat berjalan efektif. Temuan ini menggambarkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan aset desa masih membutuhkan kesiapan SDM serta dukungan pemerintah daerah.
Pengelolaan aset desa merupakan bagian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efisien. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) sebagai inovasi digital yang membantu pemerintah desa dalam melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan aset secara terintegrasi. Melalui sistem ini, diharapkan seluruh aset desa dapat terinventarisasi dengan baik, sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan secara lebih jelas dan terbuka. SIPADES adalah sistem elektronik terkomputerisasi yang digunakan dalam perencanaan administrasi aset desa, mulai dari perencanaan dan pengadaan hingga administrasi dan pelaporan. Namun, penerapan aplikasi baru seperti SIPADES bukanlah tugas yang mudah. ​​Banyak faktor yang memengaruhi kinerja SIPADES, yang berdampak pada persepsi penggunaannya yang kurang optimal (Safitri, 2024). Meskipun Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) telah dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset desa, kenyataannya di lapangan masih ditemukan berbagai kendala teknis dan operasional. Bahkan melaporkan bahwa aplikasi SIPADES sering mengalami error dan tidak dapat diakses, sehingga proses administrasi aset desa terhambat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan SIPADES di lapangan belum berjalan sesuai harapan.
Permasalahan utama yang muncul dari fenomena tersebut adalah belum maksimalnya kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan sistem SIPADES. Dari segi Staff sudah tercukupi tetapi dari segi keahlian masih kurang keterampilan dan pemahaman mengenai penggunaan aplikasi akibat minimnya pelatihan dan pendampingan teknis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dela Prayitno (2021) dalam jurnal Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) terhadap Inventaris Desa. Selain itu, gangguan teknis seperti aplikasi yang error juga menghambat kelancaran proses pengelolaan aset desa. Hal ini menyebabkan implementasi SIPADES belum berjalan optimal dan tujuan pengelolaan aset desa yang efektif, efisien, serta transparan belum sepenuhnya tercapai.
	Desa sebagai tingkat pemerintahan paling bawah memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi serta sumber daya yang dimilikinya. Menurut Sutoro Eko (2014), desa tidak hanya berfungsi sebagai satuan administratif, melainkan juga merupakan entitas sosial dan ekonomi yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul. Oleh karena itu, pengelolaan aset desa harus dilakukan secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Halim dan Abdullah (2016) menegaskan bahwa pengelolaan aset publik hendaknya berpedoman pada prinsip efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas agar mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, penerapan tata kelola aset desa yang baik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri, transparan, dan berkelanjutan. 
	Pengelolaan aset desa sangat penting, baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa itu sendiri. Aset desa dapat menjadi sumber pendapatan, kekayaan, dan modal usaha bagi desa, serta menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kemandirian desa. Menurut Sutaryono dkk., aset desa yang dikelola dengan baik memiliki nilai strategis karena diakui secara hukum dan dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui pengelolaan dan pengembangan yang tepat. Dalam mengelola aset desa, pemerintah desa wajib mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Aset desa berupa tanah wajib bersertifikat atas nama pemerintah desa, sedangkan aset berupa bangunan wajib disertai bukti kepemilikan dan dikelola secara tertib.
	Aset yang dimiliki oleh desa perlu dikelola secara optimal untuk menunjang keberlanjutan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa (Nihayati dkk., 2019). Dalam rangka mempermudah aparat desa dalam melakukan pengelolaan aset yang sebelumnya dilakukan secara manual, pemerintah menghadirkan sebuah aplikasi pengelolaan aset desa yang dikenal dengan nama Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) (Umbara, 2018). Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2018 dalam versi SIPADES V.01 berbasis desktop, yang memungkinkan aparat desa untuk memasukkan seluruh data aset desa melalui fitur-fitur yang telah disediakan, mulai dari tahap pencatatan hingga penyusunan laporan akhir tahun (Risnawati, 2017). Pengelolaan dan pengoperasian aplikasi SIPADES menjadi tanggung jawab Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta perangkat bagian administrasi dan umum yang melaksanakannya baik secara offline maupun online (Andrianto, 2018).
Pemerintah desa wajib mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebagai sarana sosialisasi dan pelatihan penggunaan SIPADES. BIMTEK ini bertujuan untuk memastikan bahwa aparatur desa, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pejabat Pengelola Aset Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memiliki kemampuan untuk menggunakan SIPADES sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
Berdasarkan hasil observasi sementara dikantor desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) belum terlaksana  dengan baik. Meskipun pemerintah telah menyediakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala di lapangan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah gangguan sistem atau error pada aplikasi SIPADES, sehingga tidak dapat diakses oleh perangkat desa. Kondisi ini menyebabkan proses pengelolaan data aset tidak berjalan sebagaimana mestinya dan menghambat kelancaran administrasi aset desa. Akibatnya, aparat desa terpaksa melakukan penginputan data aset secara manual. Permasalahan ini menunjukkan bahwa implementasi SIPADES belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan evaluasi lebih lanjut agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikannya masih menjadi tantangan besar dalam implementasi SIPADES, sehingga tujuan untuk menciptakan pengelolaan aset desa yang efektif, efisien, dan transparan belum sepenuhnya tercapai.
Berdasarkan penelitian oleh Alrizwan dan Wawan (2021) dalam jurnal Pengaruh Pelatihan, Kualitas SDM, dan Pengetahuan Akuntansi terhadap Efektivitas Penerapan Aplikasi SIPADES se-Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, diperoleh hasil bahwa pelatihan, kualitas sumber daya manusia, dan pengetahuan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan SIPADES. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPADES sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa dalam memahami serta mengoperasikan sistem informasi pengelolaan aset desa secara profesional dan akuntabel.
Sementara itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2024) dalam jurnal Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Kecamatan Bengkalis, diperoleh hasil bahwa desa-desa di Kecamatan Bengkalis pada umumnya telah menerapkan SIPADES dengan cukup baik. Operator desa, meskipun sebagian besar berlatar pendidikan SMA, mampu menguasai penggunaan SIPADES melalui pelatihan yang intensif. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pembinaan yang berkelanjutan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala utama berupa keterbatasan jaringan internet yang menyebabkan gangguan sistem dan downtime, sehingga menghambat efisiensi kerja serta pelacakan data aset secara real-time. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan infrastruktur teknologi dan dukungan sistem yang lebih optimal agar implementasi SIPADES dapat berjalan lebih stabil, efektif, dan mendukung pengelolaan aset desa secara akuntabel.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. 
B. Rumusan Masalah
Bagaimana Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalaong?
C. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.



D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan dan penerapan sistem dalam tata kelola aset desa. Selain itu, temuan penelitian ini dapat memberikan penguatan terhadap teori Edward III mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi.
2. Manfaat Praktis
a. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa maupun pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas penerapan SIPADES.
b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan mengenai implementasi sistem informasi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Tabalong, khususnya Program Studi Administrasi Publik.
c. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman empiris dalam mengkaji implementasi kebijakan pada level desa.
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